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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang digali dari 

pengalaman nasumber, hasil observasi dan studi dokumen, maka dapat 

disimpulkan bahwa kualitas layanan informasi ditinjau dari putusan Sengeketa 

Infomasi nomor 013/KINTB/PSI-KEP.2/IX/2019 antara pemohon Hamzanwadi 

dan termohon Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara 

Barat di temukan bahwa : 

a. Pada variable Responsiveness (Ketanggapan) dengan indikator; Badan 

Publik/Petugas, merespon setiap pemohon yang ingin mendapatkan 

pelayanan informasi, Badan Publik/ petugas melakukan pelayanan 

informasi dengan cermat, Semua keberatan pemohon direspon oleh 

Badan Publik. Ditemukan bahwa Badan Publik dalam hal ini 

Disnakkeswan belum menjalan peraturan per-Undang-undangan secara 

baik dan benar, sehingga proses pelayanan informasi menjadi 

terkendala karena alasan ketidak tahuan mereka terhadap peraturan 

yang berlaku terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik. 

b. Untuk variable Assurance (Jaminan) dengan indikator; Badan 

Publik/Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan 

informasi, Badan publik/ Petugas memberikan jaminan legalitas dalam 

pelayanan, Badan Publik/ Petugas memberikan jaminan kepastian 
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biaya dalam pelayanan informasi. Implementasinya masih sangat 

lemah karena Badan Publik masih dengan prespektif masa lalu 

sebelum adanya UU KIP dimana kecenderungan pemerintahan yang 

tertutup dan menafsirkan bahwa informasi yang di kuasai oleh 

pemerintah merupakan dokumen rahasia Negara, padahal di dalam UU 

KIP sudah sangat jelas pada dasarnya Setiap Informasi Publik bersifat 

terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik 

dalam hal ini masyarakat/pemohon informasi. 

c. Kualitas layanan informasi tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidak 

adanya regulasi yang mengatur untuk dijadikan pedoman, namun lebih 

pada political will penyedia layanan juga sangat menentukan kualitas 

layanan. Political will menekankan pada perlunya sikap proactive 

disclosure dari pemberi layanan. Jika tidak ada political will semacam 

ini dikuatirkan akan muncul apatisme dan rasa skeptis dari masyarakat 

yang selama ini menggunakan informasi. 

d. Masih lemahnya pemahaman Badan publik terkait dengan tata kelola 

pelayanan informasi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa saran-saran sebagai berikut : 

1. Saran Teknis : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu meningkatkan 

kualitas layanan informasi, terutama kepada PPID Perangkat Daerah yang 

berada di Dinas/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hal pertama yang bisa 
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dilakukan adalah (1) sosialisasi dan bimbingan tehnis terkait UU dan regulasi 

tentang KIP secara intensif kepada seluruh OPD khususnya Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2) Meningkatkan 

intensitas dan perluasan jangkauan sosialisasi/publikasi, membuka akses 

informasi terutama untuk informasi yang tersedia setiap saat dan informasi 

yang wajib diumumkan. (3) Memberikan pelatihan bagi Para petugas layanan 

agar lebih memahami bagaimana mekanisme pelayanan yang berkualitas. 

2. Saran Kebijakan : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar (a) 

Memberikan penghargaan kepada petugas layanan informasi maupun Atasan 

PPID yang memiliki komitemen kuat untuk memberikan jaminan kualitas 

layanan informasi kepada masyarakat. (b) memberikan teguran tertulis kepada 

kepala dinas yang belum menjalan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan 

peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku. 

3. Saran Penelitian Selanjutnya : Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan 

untuk penelitian selanjutnya terutama untuk penelitian kualitatif, meski bisa 

saja dikembangkan dengan pendekatan Kuantitatif itu masih sangat 

dimungkinkan. Penelitian yang direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya 

adalah melakukan penelitian dengan mengambil topik yang lebih khusus 

seperti Kualitas layanan informasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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